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NUR IKHSAN FIANDY, B111 09 291, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 
TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 
337/Pid.B/2011/PN.Mks). Dibawah bimbingan Muhadar sebagai 
pembimbing I dan Kaisaruddin Kamaruddin sebagai pembimbing II. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum 
pidana tindak pidana penipuan dan untuk mengetahui pertimbangan 
hukum Majelis Hakim dalam mengadili tindak pidana penipuan 
berdasarkan putusan Nomor: 337/Pid.B/2011/PN.Mks. 
Penelitian ini berlokasi di Makassar dengan menggunakan jenis 
penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif 
yang didukung dengan penelitian lapangan. Jenis data yang digunakan 
adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan 
data dilaksanakan  dengan melalui proses wawancara dan studi 
kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan cara analisis 
kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif. 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu :Pertama, 
penerapan hukum pidana terhadap perkara dengan Nomor: 
337/Pid.B/2011/PN.Mksr adalah tidak sesuai dengan rumusan Pasal 378 
KUHP jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP tentang Penipuan, serta Dalam 
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak 
memperhatikan secara jelas unsur-unsur tindak pidana penipuan. Majelis 
Hakim hanya mempertimbangkan unsur dengan menggunakan rangkaian 
kebohongan yang memang sangat jelas dalam kasus ini terjadi rangkaian 
kebohongan, namun kata bohong tersebut tidak cukup dapat dibuktikan 
sebagai alat penggerak penipuan. Rangkaian kebohongan  itu harus 
diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita  yang dapat 
diterima secara logis dan benar. Akan tetapi, seharusnya Majelis Hakim 
dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II dengan 
alat penggerak penipuan yang lain, yakni tipu muslihat karena tipu 
muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.Kedua, 
dalam Putusan Nomor: 337/Pid.B/2011/PN.Mks yang menyatakan Onslag 
Van Alle Rechtsvervolging, Majelis Hakim kurang cermat dalam 
menggunakan pertimbangan hukum yuridis dan non-yuridis. 
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Orang-orang BIASA menganggap  
target sebagai beban yang melelahkan 
Orang-orang LUAR BIASA menjadikan 
beban sebagai target yang menggairahkan 
 
Sebuah SUKSES terwujud karena diikhtiarkan 
melalui TARGET yang JELAS, RENCANA yang matang, 
keYAKINan, KERJA KERAS, keULETan, dan NIAT yang baik. 
 
SIKAP SUKSES 
Berpikir sebagai orang sukses, 
Berucap sebagai orang sukses, 
Bermental sebagai orang sukses, 
Berlatih sebagai orang sukses, 











“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali 
kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya” (QS. Ar Ra’ad; 11) 
 
Nasib saya, masa depan saya, mau jadi apa saya, sayalah yang 
menentukan. Sukses dan gagalnya saya, sayalah yang menciptakan . 
Saya sendirilah yang mengaristeki apa yang akan saya raih dalam hidup 
ini. 
 
“Kalau begitu dimana takdir Tuhan???” 
 
“Takdir Tuhan ada di ujung usaha manusia. Tuhan Maha Adil, Dia akan 
memberikan sesuatu kepada Umat-Nya sesuai dengan kadar usaha dan 
ikhtiarnya dan agar saya tidak tersesat atau melangkah tidak tentu arah 





















Saya adalah mental sukses, 
Saya adalah orang luar biasa, 
Saya adalah harapan negeri ini, 
Saya adalah harapan keluarga, 
dan Saya adalah harapan masa depan saya sendiri!!! 
 
 
“Seseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan walaupun 
melewati jalan yang sulit.Seseorang yang tanpa tujuan, tidak akan 













Alhamdulillahirabbil’alamin, Maha Besar Allah, Sang pemilik segala 
ilmu dan semesta alam.Segala puja dan puji bagi-Nya atas perkenan-Nya 
dalam penyelesaian skripsi ini. Tak lupa Shalawat dan salam terhaturkan 
untuk Sang Baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. 
Penyelesaian skripsi ini adalah hal yang membanggakan bagi 
Penulis hingga saat ini karena menjadi pertanggungjawaban Penulis 
selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima 
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua 
Penulis.Ayahanda Aryansyah Mahudar Sunusi dan Ibunda Natsriany Naim 
yang tidak mampu saya sebutkan kebaikan dan jasa-jasa serta 
pengorbanan yang selama ini beliau berikan kepada Penulis.Terima kasih 
kepada saudaraku, Nurul Azizah Pratiwi dan Firna Syahran Firdauzah 
yang senantiasa mendukung dan menemani setiap langkah Penulis dalam 
menjalani kehidupan.Kepada kakek dan nenek Penulis (H. Muh. Naim 
Saleh/Almh. Habiba Marrang dan Alm.Mahudar Sunusi/Hj. Sitti), Paman 
dan Bibi, dan para Sepupu yang menjadi penyemangat bagi Penulis 
dalam menjalani hari-hari, Terima kasih atas segala bantuan dan 
dukungannya. 
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Pada proses penyelesaian skripsi ini maupun dalam kehidupan 
selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, Penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. 
Oleh sebab itu, pada kesempatan ini Penulis menghaturkan terima kasih 
kepada ; 
1. Rektor dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas 
Hasanuddin. 
2. Bapak Prof. DR. Aswanto, S.H.,M.S.,DFM selaku Dekan 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap 
jajarannya. 
3. Bapak Prof. DR. Muhadar, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian 
Hukum Pidana dan Ibu Hj. Nur Azisa,S.H.,M.H. selaku 
Sekretaris Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
4. Bapak Prof.DR.Muhadar, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan 
Bapak Kaisaruddin Kamaruddin, S.H. selaku Pembimbing II 
dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih untuk bimbingan 
dan nasehat-nasehat yang sangat berharga yang telah 
diberikan kepada Penulis sehingga Penulis mampu menyusun 
skripsi ini dengan baik. 
5. Bapak Prof.DR.H.M. Said Karim, S.H.,M.H., Bapak Abd. Asis, 
S.H.,M.H., dan Ibu Hj. Haeranah,S.H.,M.H. selaku Tim Penguji 
dalam pelaksanaan ujian skripsi Penulis. Terima kasih atas 
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segala masukan dan saran yang bersifat membangun demi 
perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. 
6. Bapak Prof.DR. Andi Sofyan, S.H.,M.H., dan Ibu Hijrah 
Adhyanti,S.H.,M.H. selaku Penguji Pengganti dalam 
pelaksanaan ujian Proposal Penulis. Terima kasih atas waktu 
dan kesediaannya serta segala masukan yang sangat 
membangun dalam penyusunan skripsi Penulis. 
7. Bapak Kaisaruddin Kamaruddin, S.H. selaku Penasehat 
Akademik sekaligus sebagai Ayah Penulis selama menempuh 
pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima 
kasih yang sebesar-besarnya Penulis haturkan atas waktu, 
nasehat-nasehat, dan tuntunannya. Semoga Penulis dapat 
merasakan segala kebaikan tersebut, walaupun telah 
menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
8. Bapak DR. Anshori Ilyas,S.H.,M.H., Bapak Romi 
Librayanto,S.H.,M.H, Ibu Prof. DR. Farida Pattitingi, 
S.H.,M.Hum, Ibu Iin Kartika Sakharina,S.H.,LLM, Ibu Birkah 
Latif, S.H.,M.H., dan Bapak Maskun, S.H.,LLM  sebagai Ayah 
dan Ibu bagi Penulis. Terima kasih Penulis haturkan kepada 
beliau atas segala perhatian, saran-saran, nasehat, dan 
bantuan baik moril maupun materil semenjak diawal Penulis 
menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 
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Hasanuddin hingga saat ini. Semoga Penulis dapat merasakan 
segala kebaikan tersebut, walaupun telah menyelesaikan 
pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi 
ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah 
diberikan selama ini. Engkaulah para Pelita, Penerang dalam 
Gulita, Jasamu Tiada Nilai dan Batasnya. 
10. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik, Petugas Perpustakaan, dan 
segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan administrasi 
yang sangat baik serta bantuan yang lainnya. 
11. Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Hakim beserta Pegawai 
dari Pengadilan Negeri Makassar atas bantuan dan 
kerjasamanya sehingga Penulis dapat memperoleh data-data 
yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. 
12. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Jaksa Penuntut Umum 
(Bapak Adnan Hamzah, S.H.) beserta Pegawai dari Kejaksaan 
Negeri Makassar atas bantuan dan kerjasamanya sehingga 
Penulis dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam 
penulisan skripsi ini. 
13. Keluarga besar Bapak A. Makkasau, Terima kasih atas 
kebaikan, bimbingan, dan segala bantuannya. 
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14. Tim Rempong Cin ( A.Djuari Iskandar, Nurul Hani Pratiwi, Rezki 
Arianty Akob, A. Dewi Pratiwi, dan Wahdaniyah Ali) yang tidak 
hanya menjadi sahabat bagi Penulis selama menempuh 
pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tetapi 
juga menjadi saudara bagi Penulis, tempat berbagi saat suka 
maupun duka. 
15. Keluarga National Moot Court Competition (NMCC) ALSA-Piala 
Mahkamah Agung 2010 di Palembang. Kak Fadil, Kak Zaldi, 
Kak Anto, Kak Iswan, Kak Echa, Kak Yaya, Kak Musakkir, Kak 
Yanti, Kak Bahar, Kak Dhiba, Kak Risma, Kak Imas, Adel, Tizar, 
Arik, Firda, dan Vino. Terima kasih atas kebersamaan kita 
selama menjalani 3 bulan masa karantina yang melahirkan rasa 
kekeluargaan diantara kita semua. Terima kasih atas kerjasama 
yang tiada kenal lelah, pengetahuan, dan pengalaman baru 
sehingga saya bisa menjadi seseorang yang berbeda dengan 
para mahasiswa lainnya. 
16. Keluarga National Moot Court Competition (NMCC) ALSA-Piala 
Mahkamah Agung 2011 di Purwokerto. Kak Fadil, Kak Zaldi, 
Kak Muste, Kak Tami, Kak Nanda, Kak Ayu, Kak Akki, Aulia, 
Arabia, Vino, Adi, Asho, Jumardi, Arin, Dian, Angki, dan Tari. 
Terima kasih atas kebersamaan kita selama menjalani 3 bulan 
masa karantina sehingga melahirkan rasa kekeluargaan dan 
semangat yang tinggi untuk meraih Piala Mahkamah Agung 
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NMCC. Akhirnya, Tim ini mampu meraih Juara I NMCC ALSA-
Piala Mahkamah Agung 2011 dan meraih predikat terbaik untuk 
3 (tiga) kategori serta kebanggaan yang paling utama adalah tim 
ini mampu membawa Piala Mahkamah Agung tersebut untuk 
pertama kalinya keluar dari Pulau Jawa. Hal ini akan senantiasa 
tertulis dalam sejarah kehidupanku, takkan pernah terlupakan, 
dan selalu menjadi cerita tersendiri. 
17. Pengurus ALSA LC UNHAS Periode 2008/2009, Kanda Iustika 
Puspa Sari beserta jajaran. Terima kasih karena telah 
mengenalkan kepada saya tentang ALSA sehingga awal 
menginjakkan kaki di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
hingga saat ini, saya hanya terdaftar di 1 (satu) lembaga 
kemahasiswaan, yakni ALSA. Hal ini membuktikan kecintaan 
dan loyalitas saya kepada ALSA. ALSA telah mengajarkan 
banyak hal kepada saya tentang berorganisasi yang 
sebenarnya, telah mempertemukan saya dengan orang-orang 
(Mahasiswa,Pejabat Propinsi/Kota,Petinggi suatu lembaga dan 
Instansi serta Perusahaan) di Indonesia dan beberapa negara   
sehingga saya bisa membangun hubungan dan jaringan yang 
kuat. 
18. Pengurus ALSA LC UNHAS Periode 2009/2010, Kanda A.Putri 
Cahaya Khairani. Terima kasih atas bimbingan dan kerjasama 
yang terbangun selama setahun kepengurusan kanda sehingga 
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saya bisa lebih mengenal lebih dalam apa dan bagaimana itu 
ALSA. Terima kasih atas amanah yang telah diberikan kepada 
saya untuk menjabat sebagai Director ALSA LC UNHAS 
Periode 2010/2011. 
19. Pengurus ALSA LC UNHAS Periode 2010/2011 yang 
senantiasa membantu saya tanpa mengenal lelah dalam 
menjalani roda kepemimpinan di ALSA. Terima kasih atas 
segala pengorbanan, waktu, tenaga, pikiran, dan semua yang 
telah kalian curahkan kepada ALSA sewaktu saya menjabat 
sebagai Director ALSA LC UNHAS. Jasa-jasa dan pengorbanan 
serta loyalitas kalian takkan pernah saya lupakan dan akan 
menjadi satu cerita indah sepanjang hidupku. 
20. Pengurus ALSA LC UNHAS Periode 2011/2012, Terima kasih 
atas kekompakan, kerja keras, dan semangat yang luar biasa 
dari kalian untuk menjaga dan meningkatkan eksistensi ALSA 
LC UNHAS, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. 
Terima kasih karena telah menjaga amanah yang telah saya 
berikan. 
21. Adik-adik Angkatan 2011 ALSA LC UNHAS, Terima kasih atas 
loyalitas, kerjasama, dan bantuannya kepada ALSA. Kalian 
adalah angin segar yang membawa semangat baru untuk 
menciptakan perubahan besar di ALSA LC UNHAS.  
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22. Adik-adik angkatan 2012 ALSA LC UNHAS, Terima kasih 
karena telah memilih ALSA sebagai tempat dalam 
mengembangkan soft skill selama menempuh pendidikan di 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Semoga kalian bisa 
membuktikan loyalitas dan kecintaan kepada ALSA, senantiasa 
menjaga bahkan semakin meningkatkan nama baik dan 
eksistensi ALSA LC UNHAS baik di lokal maupun di nasional, 
dan senantiasa menjaga ALSA LC UNHAS dari segala 
ancaman oleh pihak-pihak yang memiliki niat tertentu. 
23. Teman-teman dan senior-senior ALSA LC UNHAS yang benar-
benar tidak dapat saya sebutkan satu per satu, Terima kasih 
untuk semua cerita dan pengalaman yang kita jalani bersama. 
Terima kasih atas bimbingan dan arahannya selama saya 
menjadi anggota ALSA. 
24. Rekan-rekan National Board ALSA INDONESIA 2012/2013, 
Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semua pengalaman, 
pelajaran, kesalahan, kegilaan, ke-hetic-an yang kita alami 
bersama sepanjang satu tahun kepengurusan kita. Mikel Kelvin, 
Dwita Ayu Hapsari, Tsara Izzati Hartono, saudaraku “Gerda 
Arum Cahyani”, Aulia Layinna, dan Muhammad Tajhok Meugat 
Indra. 
25. Teman-teman ALSA Indonesia, keluargaku dari 13 Local 
Chapter. Terima kasih untuk semua pengalaman yang kita alami 
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bersama di kegiatan-kegiatan nasional ALSA dan semua 
pelajaran yang berhasil kita dapatkan dari sana. 
26. Terima kasih untuk A.Djuari Iskandar, Sitti Nurlin, Muhammad 
Tizar Adhyatma, Kak Nuryanti Meliana, Kak Winda Tri Wahyuni, 
Kak Mustainah, Kak Risky Utami, Kak A. Wahyuni Paramitha, 
Kak A.Kurniawati, Kak Okky Nur Imanita, A. Nita Kurniawati 
Ramadhani, dan Nursakinah. Kalian adalah orang-orang yang 
sangat berarti bagi Penulis selama menempuh pendidikan di 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih untuk 
kebersamaan kita selama ini, semoga kebersamaan dan 
kekeluargaan itu akan tetap terjaga selamanya. 
27. Teman-teman Angkatan Doktrin 2009, sangat bangga bisa 
menjadi bagian dari Doktrin 2009 Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. Angkatan yang sangat kompak, memiliki banyak 
prestasi dan melahirkan banyak pemimpin di lembaga 
kemahasiswaan, baik di tingkat lokal maupun nasional. 
Keberagaman yang ada mengajariku banyak hal mengenai 
watak dan karakter setiap orang, namun keberagaman tersebut 
tetap mempersatukan kita, DOKTRIN 2009. 
28. Keluarga KKN Reguler Desa Patongloan, Kecamatan Baroko, 
Kabupaten Enrekang. Ibu dan Bapak Posko beserta Anak-
anaknya (Kak Ardi, Kak Evhi, Winda, dan Mirna), Terima kasih 
atas kasih sayang dan pelayanannya yang sangat luar biasa 
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selama 2 bulan saya hidup bersama kalian. Kak Sapri, Kak 
Dhadi, Kak Adi, Kak Oshin, Surya, Mhia, Rara, dan Amel yang 
merupakan teman sekaligus saudaraku dalam menjalani Kuliah 
Kerja Nyata di Patongloan. Kalian adalah orang-orang hebat 
dan terbaik yang mengajariku banyak hal tentang keberagaman, 
kekeluargaan, dan kemandirian. 
29. Presiden dan Wakil Presiden BEM Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin Periode 2010-2011, Kanda Sirajuddin dan Kanda 
Etika Agriyani. Terima kasih atas kerja sama yang telah 
terbangun dengan baik selama setahun kepengurusan. Periode 
BEM yang berbeda dan telah membawa angin perdamaian di 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
30. Seluruh teman-teman di DPM dan UKM (GOJUKAI, MPM, 
LP2KI, BSDK, LPMH, SEPAKBOLA, BASKET, CAREFA) 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
31. Seluruh LO yang telah mendampingi  saya saat mengikuti 
kegiatan nasional ALSA Indonesia. Terima kasih atas kerja 
sama dan kesabaran selama mendampingi saya di daerah 
kalian.Kalian adalah orang-orang hebat dan terbaik yang tak 
mungkin akan saya lupakan. 
32. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu 
yang telah memberikan motivasi, dukungan, sumbangan 
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pemikiran, bantuan materi maupun non-materi, Penulis haturkan 
terima kasih. 
Karya ilmiah ini tak mungkin mampu meraup seluruh kekayaan 
yang ada dalam ilmu hukum, khususnya Tindak Pidana Penipuan 
sehingga sangat tepat kata pepatah latin“Nec Scire Fas Est Omnia”(tidak 
sepantasnya mengetahui segalanya). Kritik dan saran yang bersifat 
membangun senantiasa Penulis nantikan sebagai acuan untuk karya 
ilmiah selanjutnya. Semoga karya ini dapat bermanfaat, baik kepada 
Penulis maupun kepada semua pihak yang haus akan ilmu pengetahuan, 
khususnya ilmu hukum. 
 
 
Makassar,   November 2012 
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A. LatarBelakang Masalah 
Tindak pidana dewasa ini semakin marak terjadi di Indonesia. Hal 
tersebut berkaitan erat dengan berbagai aspek, khususnya pada aspek 
ekonomi. Salah satu penyebab maraknya tindak pidana yang terjadi 
karena kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara 
mendesak,sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat 
memenuhi semua masyarakat Indonesia untuk bekerja dan memperoleh 
penghasilan yang tetap. 
Jhon Chipman Gray mengemukakan bahwa banyak defenisi hukum 
yang dibuat pada berbagai waktu dan tempat yang berbeda-beda, namun 
beberapa diantaranya tidak bermakna dan pada sebagian defenisi lain 
kebenarannya terdistorsi menjadi kabut retorika belaka. Namun demikian, 
menurut Gray, ada 3 (tiga) teori yang mengacu pada para pemikir yang 
akurat dan mempunyai potensi besar untuk dapat diterima kebenarannya.1 
Ketiga teori dimaksud menolak anggapan bahwa pengadilan adalah “the 
author” dari hukum, melainkan pengadilan hanyalah juru bicara yang 
mengespresikan hukum. Teori pertama adalah teori yang memandang 
hukum sebagai perintah-perintah dari pemegang kedaulatan, teori defenisi 
hukum yang kedua adalah teori yang memandang sifat hukum sebagai 
apa yang diputuskan oleh pengadilan dan merupakan suatu kebenaran 
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Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) 
Volume 1, Kencana, Jakarta, hal 309-400. 
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yang menerapkan kesadaran umum rakyat yang telah ada sebelumnya, 
teori pendefenisian hukum ketiga adalah teori yang menganggap hukum 
hanyalah apa yang diputuskan oleh hakim. 
Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
IndonesiaTahun 1945telah secara jelas menegaskan bahwa Negara 
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechstaat), tidak 
berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat).Hukum pada dasarnya 
adalah sesuatu yang abstraksehingga menimbulkan persepsi yang 
berbeda-beda tentang defenisi hukum, tergantung dari sudut mana 
mereka memandangnya.2 Menurut Achmad Ali, hukum adalah: 
“Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu 
sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan 
manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. 
Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun 
dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi 
dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh 
warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam 
kehidupannya.Apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberikan 
kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang 
sifatnya eksternal.”3 
 
Dari berbagai fokus pembahasan ilmu hukum, salah satu dari kajian 
ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum 
pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum 
positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan 
yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk 
menentukan peraturan pidana, larangan, atau keharusan itu disertai 
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Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hal 11. 
3
 Ibid, hal.30. 
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ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk 
melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.4 
Hukum pidana dapat bermakna jamak karena dalam arti objektif 
sering disebut ius poenaledan dalam arti subjektif disebut ius puniendi, 
yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, 
penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana. Dalam arti objektif 
meliputi :5 
1. Perintah dan larangan yang atas pelanggarannya atau 
pengabaiannya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh 
badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan 
yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang. 
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara atau alat 
apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-
peraturan tersebut. 
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya 
peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara 
tertentu. 
Dilihat dalam garis-garis besarnya dengan berpijak pada kodifikasi 
sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum pidana 
merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi tentang 
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :6 
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 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana,  Rangkang Education dan Pukap,Makassar, hal. 3. 
5
Andi Zainal Abidin, 2010, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1. 
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1. Aturan umum hukum pidana dan yang berkaitan atau 
berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-
perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi 
berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu. 
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi atau harus ada bagi 
pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang 
diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya. 
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan 
negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya: polisi, 
jaksa, hakim) terhadap yang disangka dan didakwa sebagai 
pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara 
menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana 
terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh 
dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar 
hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan 
hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara 
menegakkan hukum pidana tersebut. 
Hukumpidana yang mengandung aspek pertama dan kedua 
disebuthukum pidana materil yang sumber utamanya adalah Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP). 
Sementara itu, hukum pidana yang berisi mengenai aspek ketiga 
disebuthukum pidana formil yang sumber pokoknya adalah Undang-
5 
Undang No. 8 Tahun1981 tentangKitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) 
Hukum pidana dapat dibagi dan dibedakan atas berbagai dasar 
atau cara berikut ini :7 
1. Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya terdiri atas 
hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana 
materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan 
pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar 
pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat 
dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran 
pidana. Sementara itu, hukum pidana formil adalah kumpulan 
aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum 
pidana materil terhadap pelanggaran. 
Doktrin yang juga membedakan hukum pidana materil dan 
hukum pidana formil, dikemukakan olehSimons menjelaskan 
kedua hal tersebut sebagai berikut :8 
“Hukum pidana materil itu memuat ketentuan-ketentuan dan 
rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan-peraturan 
mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu 
menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang 
dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai 
hukumannya sendiri; jadi, ia menentukan tentang bilamana 
seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dan 
siapa yang dapat dihukum serta bilamana hukuman tersebut 
dapat dijatuhkan. Hukum pidana formil mengatur 
                                                           
7
Adami Chazawi, 2001, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8. 
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 P.A.F. Lamintang 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 
hal. 11. 
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tentangbagaimana cara negara dengan perantaraan alat-alat 
kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan 
menjatuhkan hukuman, dengan demikian memuat acara 
pidana.” 
 
2. Atas dasar pada siapa berlakunya hukum pidana, hukum pidana 
dapat dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum 
pidana khusus dengan penjelasan bahwa hukum pidana umum 
adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua 
warga negara (subjek hukum) dan tidak membeda-bedakan 
kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Sementara itu, hukum 
pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara 
yang hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu 
(Contoh : Buku II KUHP, kejahatan jabatan yang hanya berlaku 
bagi pegawai negeri).9 
3. Atas dasar sumbernya, hukum pidana dapat dibedakan antara 
hukum pidana umum dan hukum pidana khusus yang berbeda 
pengertian dengan hukum pidana umum dan hukum pidana 
khusus di atas. Hukum pidana umum dalam hal ini adalah 
semua ketentuan hukum pidana yang terdapat atau bersumber 
pada kodifikasi 10 sehinggadisebut dengan hukum pidana 
kodifikasi. Sementara itu, hukum pidana khusus adalah hukum 
pidana yang bersumberpada peraturan perundang-undangan di 
luar kodifikasi. 
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Andi Zainal Abidin, 2010, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 18. 
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 Kodifikasi adalah pembukuan hukum undang-undang dalam bidang tertentu dengan sistem 
secara lengkap oleh suatu Negara. 
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4. Atas dasar wilayah berlakunya hukum, hukum pidana dapat 
dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana lokal. 
Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dibentuk oleh 
pemerintahan negara pusat yang berlaku bagi subjek hukum 
yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di 
seluruh wilayah hukum negara. Sementara itu, hukum pidana 
lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah 
yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan 
yang dilarang oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum 
pemerintahan daerah tersebut. 
5. Atas dasar bentuk atau wadahnya, hukum pidana dapat 
dibedakan menjadi hukum pidana tertulis dan hukum pidana 
tidak tertulis. Hukum pidana tertulis meliputi KUHP dan KUHAP 
yang merupakan kodifikasi hukum pidana materil dan hukum 
pidana formil, termasuk hukum pidana tertulis yang bersifat 
khusus dan hukum pidana yang statusnya lebih rendah dari 
perundang-undangan pidana daerah (lokal). Hukum pidana adat 
tidak tertulis adalah sebagian besar hukum adat pidana yang 
berdasarkan Pasal 5 (3) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 
1951.11 
Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana 
penipuan. Hal ini disebabkan karena tindak penipuan tidaklah sulit dalam 
melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang 
meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau fiktif, 
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Andi Zainal Abidin, 2010, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 22. 
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menjanjikan atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun, baik 
terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan (magis) maupun 
pada harta kekayaan. 
Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkhusus 
aparat penegak hukum sebagai pihak yang menjalankan peraturan 
perundang-undangan menyebabkan seringnya terjadi kekeliruan dalam 
menafsirkan tindak pidana penipuan tersebut. Bukti menunjukkan bahwa 
masyarakat atau aparat penegak hukum yang menjalankan tugas apabila 
telah terjadi mengenai utang piutang menganggap bahwa hal tersebut 
adalah sebuah penipuan, padahal jika hal tersebut dikaji lebih dalam 
ternyata berkaitan dengan hukum perdata tentang ingkar dalam perjanjian 
yang lebih dikenal dengan istilah wanprestasi. Seiring dengan hal 
tersebut, aparat penegak hukum harus teliti dalam menangani dan 
menentukan perbuatan tersebut tergolong dalam tindak pidana penipuan 
ataupun wanprestasi sehingga menghindariadanya kesalahan penafsiran 
dalam penegakan hukum. 
Adapun contoh kasus terkait dengan tindak pidana penipuan 
sebagaimana yang hendak Penulis teliti adalah terjadinya tindak pidana 
penipuan di lingkup masyarakat Kota Makassar. Tindak pidana yang 
dilakukan oleh pelaku dalam kasus ini adalah tindak pidana penipuan 
dengan modus pelaku yakni dengan memberikan keyakinan dan 
membujuk korban selaku Direktur PT. Rodamas Baja Inti untuk 
menyediakan kebutuhan besi beton untuk pembangunan proyek Carrefour 
dan Hypermart Panakukang yang merupakan perusahaan dari Perancis 
dan pasti akan menghasilkan keuntungan yang besar sehingga 
9 
pembayaran dan total jumlah pembelian akan dibayar sesuai dengan 
waktu yang diperjanjikan. Selain itu, untuk lebih meyakinkan David 
Gautama bahwa besi beton akan dibayar dengan tepat waktu, pelaku juga 
menjanjikan dan mengiming-iming akan menyerahkan 7 (tujuh) bidang 
tanah ukuran 7 x 270 m2type Paris yang berada di Golden Park 
Panakukang Mas sebagai pemotongan 10 % dari pembayaran DP 30 % 
total pembelian. Akan tetapi, pelaku sebenarnya mengetahui bahwa 
ketujuh bidang tanah tersebut sedang dalam sengketa/berperkara dengan 
pihak lain mengenai kepemilikannya sehingga pelaku menyadari bahwa 
sebenarnya dia tidak dapat berbuat bebas terhadap ketujuh bidang tanah 
tersebut.Namun, pelaku dengan sengaja tidak memberitahukan kepada 
David Gautama selaku Direktur PT. Rodamas Baja Inti bahwa tanah 
tersebut sedang dalam perkara ditingkat kasasi sehingga korban 
menyetujui penyerahan tanah sebagai kompensasi pembayaran DP 
pembelian besi tersebut.Akhirnya, David Gautama tergerak hatinya dan 
menyetujui disusunnya kontrak penjualan besi beton dan wiremesh 
beserta pengiriman sesuai jadwal yang ditetapkan.  
Ketentuan tindak pidana penipuan termuat dalam Pasal 378KUHP 
yang rumusannya sebagai berikut : 
“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama 
palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun 
rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan 
barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau 
menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana 




B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 
yang timbul adalah sebagai berikut:  
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana  terhadap tindak 
pidana penipuan khususnya dalam Putusan 
No.337/Pid.B/2011/PN.Mks? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap tindak pidana penipuan dalam Putusan 
No.337/Pid.B/2011/PN.Mks? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak 
pidana penipuan khususnya dalam Putusan 
No.337/Pid.B/2011/PN.Mks. 
b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap tindak pidana penipuan dalam Putusan 
No.337/Pid.B/2011/PN.Mks. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Dari hasil penelitian ini hendaknya memberikan pengetahuan 
yang lebih kepada Penulis mengenai penerapan hukum 
pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam Putusan 
No.337/Pid.B/2011/PN.Mks. 
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b. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas kepada 
Penulis mengenai pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penipuan 
dalam Putusan No.337/Pid.B/2011/PN.Mks. 
c. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber 
informasi, dan sumbangan pemikiran baru dalam kalangan 
akademis dan praktisi dalam mengembangkan khasanah 
ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum di bidang 










A. Tinjauan Umum Terhadap  Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan 
menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari 
“strafbaar feit”tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang 
sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana”tersebut. Secara 
harfiah perkataan “tindak pidana”dapat diterjemahkan sebagai “sebagian 
dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.Akan tetapi, diketahui bahwa 
yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan 
bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.12 
Moeljatno menerjemahkan istilah “strafbaar feit” dengan perbuatan 
pidana.Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah 
perbuatan yang dilarang oleh suatu suatu aturan hukum larangan mana 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa 
yang melanggar larangan tersebut.13 
Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan 
formal Indonesia, istilah “perisitiwa pidana” pernah digunakan secara 
resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 (1).Secara substansif, 
pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu 
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hal 181. 
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Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal. 97. 
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kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh 
gejala alam.14 
Teguh Prasetyo merumuskan bahwa :15 
“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang 
dan diancam dengan pidana.Pengertian perbuatan di sini selain 
perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya 
dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak 
berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).” 
 
Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana”secara teoretis dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
“Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum 
yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah 
dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap 
pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum.”16 
 
 Jonkers merumuskan bahwa :17 
“Tindak pidana sebagaiperisitiwa pidana yang diartikannya sebagai 
suatu perbuatanyang melawan hukum (wederrechttelijk) yang 
berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan 
oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.” 
 
Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip dari 




3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan; 
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4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-
Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; 
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya). 
 Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok 
dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan 
pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang 
telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan 
diancamnya suatu perbuatanmengenai perbuatannya sendiriberdasarkan 
asas legalitas (Principle of Legality)yang menentukan bahwa tidak ada 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan 
terlebih dahulu dalam perundang-undangan (Nullum Delictum Nulla Poena 
Sine Praevia Lege Poenali). 
 
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu 
atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan 
kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, 
demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana.KUHPtelah 
mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu 
dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok 
kejahatan dan pelanggaran.18 
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a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang 
dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku 
III 
Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran 
adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. 
Hal ini dapat diketahui  dari ancaman pidana pada pelanggaran 
tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa 
pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan 
ancaman pidana penjara. 
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah 
tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga 
memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah 
melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana 
formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya 
suatu akibattertentu dari perbuatan sebagai syarat 
penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada 
perbuatannya. Tindak pidana materil adalah menimbulkan 
akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan 
akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan 
dipidana. 
c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja 
(culpa). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang 
dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau 
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mengandung unsurkesengajaan, sedangkan tindak pidana 
tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya 
mengandung culpa. 
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi 
dan tindak pidana pasifdisebut juga tindak pidana omisi. Tindak 
pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa 
perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk 
mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota 
tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang 
dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak 
pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni dan 
tindak pidana pasif yang tidak murni.Tindak pidana pasif murni 
adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak 
pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya 
adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana 
pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada 
dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan 
dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang 
mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan 
tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-
benar timbul. 
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya,dapat dibedakan 
antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi 
dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung 
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terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian 
rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu 
seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan 
aflopende delicten. Sebaliknya, ada tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana 
itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak 
pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut 
dengan voordurende delicten. Tindak pidana ini juga dapat 
disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu 
keadaan yang terlarang. 
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah 
semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai 
kodifikasi  hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). 
Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak 
pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP. 
g. Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh 
semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang 
hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). 
Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan 
untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan 
yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang 
yang berkualitas tertentu saja, misalnya: pegawai negeri (pada 
kejahatan jabatan) dan nakhoda (pada kejahatan pelayaran). 
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h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 
maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana 
aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah 
tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap 
pembuatnya dantidak diisyaratkan adanya pengaduan dari 
yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana 
yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih 
dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan 
pengaduan. 
i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat 
dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana 
diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat 
ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi : 
1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau 
dapat juga disebut dengan bentuk standar; 
2. Dalam bentuk yang diperberat; 
3. Dalam bentuk ringan. 
 
Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, 
artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, 
pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingantidak mengulang kembali 
unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk 
pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau 
ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara 
tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan 
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menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang 
diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan 
dari pada bentuk pokoknya. 
 
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya 
dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif19 
dan unsur objektif.20 
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :21 
a. Kesengajaan (dolus)atau ketidaksengajaan (culpa); 
b. Maksud atau Voornemenpada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 
c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, 
pemalsuan, dan lain-lain; 
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraadyang 
terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 
KUHP; 
e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak 
pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
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 Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan 
dengan pelaku dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung  di dalam hatinya.  
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Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di 
dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan. 
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P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 
193-194. 
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Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai 
berikut : 
a. Sifat melawan hukum atau wederrechttelijkheid; 
b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri; 
c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut 
beberapa teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum 
yang tercermin pada bunyi rumusannya.22 
 
Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teori. 
Batasan tindak pidana oleh teoretis, yakni : Moeljatno, R.Tresna, 
Vos yang merupakan penganut aliran monistis23danJonkers, Schravendijk 
yang  merupakan penganut aliran dualistis.24 
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :25 
a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia; 
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 Monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat untuk  adanya pidana harus mencakup 
dua hal, yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman 
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pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini, tindak pidana hanya dicakup criminal 
act dan criminal responsibilitytidak menjadi unsur tindak pidana.Oleh karena itu, untuk 
menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang 
dirumuskan oleh Undang-Undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu 
dasar pembenar. 
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Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 
hal. 98. 
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b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman 
oleh Undang-Undang; 
c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum; 
d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 
e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat. 
Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. 
Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian 
ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman 
(diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan 
itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. 
Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, 
yakni:26 
a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia); 
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
c. Diadakan tindakan penghukuman. 
Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman 
yang menunjukkan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang 
selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan). Berbeda dengan 
pendapat Moeljatno karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu 
tidak selalu dijatuhi pidana.  
Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut 
paham dualistis tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana 
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itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-
undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur 
yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri 
pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai 
perbuatannya. 
Dibandingkan dengan pendapat penganut paham monistis memang 
tampak berbeda dengan paham dualistis. Dari batasan yang dibuat 
Jonkers dapat dirinci unsur-unsurtindak pidana sebagai berikut:27 
a. Perbuatan (yang); 
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 
d. Dipertanggungjawabkan. 
Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya dapat 
dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :28 
a. Kelakuan (orang yang); 
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
c. Diancam dengan hukuman; 
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat); 
e. Dipersalahkan atau kesalahan. 
4. Cara Merumuskan Tindak Pidana 
Buku II dan Buku IIIKUHPberisi tentang rumusan tindak pidana 
tertentu. Terkait cara pembentuk undang-undang dalam merumuskan 
tindak pidana pada kenyataannya memang tidak seragam. Dalam hal ini 
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akan dilihat dari 3 (tiga) dasar pembedaan cara dalam merumuskan tindak 
pidana dalamKUHP.29 
a. Cara Pencantuman Unsur-unsur dan Kualifikasi Tindak 
Pidana. 
Dapat dilihat bahwa setidak-tidaknya ada 3 (tiga) cara 
perumusan, yaitu: 
a. Dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi, 
dan ancaman pidana. Cara yang pertama ini merupakan 
cara yang paling sempurna, terutama dalam hal 
merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok atau 
standar dengan mencantumkan unsur-unsur objektif 
maupun unsur-unsur subjektif, misalnya Pasal 378 KUHP 
(Penipuan). Unsur pokok atau unsur esensial adalah 
unsur yang membentuk pengertian yuridis dari tindak 
pidana tertentu. Unsur-unsur ini dapat dirinci secara jelas 
dan untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan 
tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana, semua 
unsur itu harus dibuktikan dalam persidangan. 
b. Dengan mencantumkan semua unsur pokok tanpa 
kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana. Cara ini 
merupakan cara yang paling banyak digunakan dalam 
merumuskan tindak pidana dalam KUHP. Tindak pidana 
yang menyebutkan unsur-unsur pokok tanpa 
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menyebutkan kualifikasi dalam praktik kadang-kadang 
terhadap suatu rumusan tindak pidana diberi kualifikasi 
tertentu. 
c. Hanya mencantumkan kualifikasinya tanpa unsur-unsur 
dan mencantumkan ancaman pidana. Tindak pidana 
yang dirumuskan dengan cara ini merupakan yang paling 
sedikit. Terdapat pada pasal-pasal tertentu, seperti Pasal 
351 (1) KUHPtentang Penganiayaan. 
 
b. Dari Sudut Titik Beratnya Larangan. 
Dari sudut titik beratnya larangan, dapat dibedakan antara 
merumuskan dengan cara formil dan dengan cara materil. 
1) Dengan Cara Formil  
Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan 
dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan 
perbuatan tertentu. Jadi, yang menjadi pokok larangan 
dalam rumusan ini adalah melakukan perbuatan tertentu. 
Dalam hubungannya dengan selesai tindak pidana, jika 
perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, 
tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat 
yang timbul dari perbuatan. 
2) Dengan Cara Materil 
Perumusan dengan cara materil ialah yang menjadi 
pokok larangan tindak pidana yang dirumuskan adalah 
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menimbulkan akibat tertentudisebut dengan akibat yang 
dilarang atau akibat konstitutif. Titik berat larangannya 
adalah menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan 
apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. 
Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka 
untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada 
selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada wujud 
perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum. 
Jika wujud perbuatan itu telah selesai, namun akibat belum 
timbul tindak pidana itu belum selesai, maka yang terjadi 
adalah percobaan. 
 
c. Dari Sudut Pembedaan Tindak Pidana Antara Bentuk 
Pokok, Bentuk yang Lebih Berat, dan yang Lebih Ringan. 
1) Perumusan dalam Bentuk Pokok 
Jika dilihat dari sudut sistem pengelompokan atau 
pembedaan tindak pidana antara bentuk standar (bentuk 
pokok) dengan bentuk yang diperberat dan bentuk yang 
lebih ringan. Cara merumuskan dapat dibedakan antara 
merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok dan dalam 
bentuk yang diperberat dan atau yang lebih ringan. Bentuk 
pokok pembentuk Undang-Undang selalu merumuskan 
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secara sempurna dengan mencantumkan semua unsur-
unsur secara lengkap. 
 
2) Perumusan dalam Bentuk yang Diperingan dan yang 
Diperberat 
Rumusan dalam bentuk yang lebih berat dan atau lebih 
ringan dari tindak pidana yang bersangkutan, unsur-unsur 
bentuk pokoknya tidak diulang kembali atau dirumuskan 
kembali, melainkan menyebut saja pasal dalam bentuk 
pokok (Pasal 364, 373, 379) atau kualifikasi bentuk pokok 
(Pasal 339, 363, 365) dan menyebutkan unsur-unsur yang 
menyebabkan diperingan atau diperberatnya tindak pidana 
itu. 
 
B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Penipuan. 
1. Pengertian Penipuan 
Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, 
terdapat 2 (dua) sudut pandang yang harus diperhatikan, yakni menurut 
pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut pengertian 
yuridis, penjelasannya adalah sebagai berikut : 
a. MenurutKamus Besar Bahasa Indonesia 
Disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, 
atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) 
dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari 
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untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara 
menipu (mengecoh). Dengan demikian, berarti yang terlibat dalam 
penipuan adalah 2 (dua) pihak, yaitu orang yang menipu disebut 
dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi, penipuan dapat 
diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan 
seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk 
menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya 
atau kelompok. 
b. Menurut Pengertian Yuridis 
Pengertian tindak pidana penipuan adalah dengan melihat dari 
segi hukum sampai saat inibelum ada, kecuali yang dirumuskan 
dalamKUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu 
defenisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu 
perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan 
pelakunya dapat dipidana. 
Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai 
berikut : 
“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan 
memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu 
muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain 
untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya 
memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena 
penipuan dengan pidana penjara paling lama empat Tahun.” 
 
Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara 
maksimum empat tahun tanpa alternatif denda.Jadi, delik penipuan 
dipandang lebih berat daripada delik penggelapan karena pada 
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delik penggelapan ada alternatif denda.Oleh karena itu, penuntut 
umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal 
ini harus mencantumkan tindak pidana penipuan pada dakwaan 
primair, sedangkan dakwaan subsidair adalah 
penggelapan.Menurut Cleiren bahwa tindak pidana penipuan 
adalah tindak pidana dengan adanya akibat (gevolgsdelicten) dan 
tindak pidana berbuat (gedragsdelicten)atau delik komisi.30 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan 
DalamKUHPtentang Penipuan terdapat dalam BAB XXV Buku II. 
Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan 
dalam 20 pasal, masing-masing pasal mempunyai nama khusus. 
Keseluruhan pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan sebutan bedrogatau 
perbuatan orang. Bentuk pokok dari bedrogatau perbuatan orang adalah 
Pasal 378 KUHP tentangPenipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka 
tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu : 
a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum. 
Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari 
pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. 
Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan 
hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud 
belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus 
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ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukumsehingga 
pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi 
tujuannya harus bersifat melawan hukum. 
b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak 
penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, 
tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). 
Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-
cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. 
Alat-alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang 
lain adalah sebagai berikut: 
1) Nama Palsu 
Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan 
dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan 
tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama 
orang lain yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri, 
maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat 
atau susunan belit dusta. 
2) Tipu Muslihat 
Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan 
sedemikian rupasehingga perbuatan tersebut menimbulkan 
kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu 
kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan 
melainkan perbuatan atau tindakan. 
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3) Martabatatau Keadaan Palsu 
Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana 
seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada 
dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan 
hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut. 
4) Rangkaian Kebohongan 
Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat 
penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest 
8 Maret 1926, bahwa :31 
“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai 
kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian 
rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan 
yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan 
suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu 
kebenaran.” 
 
Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara 
tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat 
diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata 
yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain. 
5) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu 
barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. 
Dalam perbuatan menggunakan orang lain untuk 
menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal 
antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini 
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dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest 25 Agustus 1923, 
bahwa :32 
“Harus terdapat suatu hubungan sebab manusia antara 
upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud 
dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai 
akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum 
cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang 
ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut 
menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan 
seseorang yang normalsehingga orang tersebut terpedaya 
karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan 
dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut 
menyerahkan sesuatu barang.” 
 
 
C. Tinjauan Umum Terhadap Putusan Hakim 
1. Pengertian Putusan Hakim 
Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah 
“putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara 
pidana. Dengan adanya “putusan hakim”diharapkan para pihak dalam 
perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian 
hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat memersiapkan langkah 
berikutnya, yaitu menerima putusan, melakukan upaya hukum banding 
atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. 
Pengertian “Putusan Pengadilan” menurut Leden Marpaung 
adalah:33 
“Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah 
dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang 
dapat berbentuk tertulis maupun lisan.” 




Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya,  
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Bab I angka 11 KUHAP menyebutkan “Putusan Pengadilan” 
adalah: 
“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan 
terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang ini.” 
 
Pengertian “Putusan Pengadilan” menurut Lilik Mulyadi ditinjau dari 
visi teoretik dan praktik adalah :34 
“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam 
persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah 
melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada 
umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan 
dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan 
tujuan penyelesaian perkaranya.” 
 
2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim 
a. Putusan Bebas (Vrijspraak) 
Secara teoretik, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa 
Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “Vrijspraak”, 
sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “Acquittal”. 
Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa 
dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa atau 
Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Putusan bebas dijatuhkan 
oleh Majelis Hakim oleh karena dari hasil pemeriksaan di sidang 
pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 
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hukum.Akan tetapi, menurut penjelasan pasal demi pasal atas 
Pasal 191 (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 
perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan 
meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim 
atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut 
ketentuan hukum acara pidana. Secara yuridisdapat disebutkan 
bahwa putusan bebas apabila Majelis Hakim setelah memeriksa 
pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa :35 
1. Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum 
pembuktian menurut Undang-Undang secara 
negatif(negatieve wettelijke bewijs theorie)sebagaimana 
dianut dalam KUHAP. Jadi, pada prinsipnya Majelis Hakim 
dalam persidangan tidak cukup membuktikan tentang 
kesalahan terdakwa serta hakim tidak yakin terhadap 
kesalahan tersebut. 
2. Majelis Hakim berpandangan terhadap asas minimum 
pembuktian yang ditetapkan oleh Undang-Undang telah 
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b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag 
van alle Rechtsvervolging) 
Ketentuan Pasal 191 (2) KUHAP mengatur secara eksplisit 
tentangputusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (Onslag van 
alle Rechtsvervolging). Pada pasal tersebut di atas, putusan 
pelepasan dari segala tuntutan hukum dirumuskan dengan 
redaksional bahwa : 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak 
merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas 
dari segala tuntutan hukum.” 
 
Dengan demikian bahwa titik tolak ketentuan Pasal 191 (2) 
KUHAP ditarik suatu konklusi dasar bahwa pada putusan 
pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa atau 
Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan 
menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena 
perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan “perbuatan 
pidana". 
 
c. Putusan Pemidanaan ( Veroordeling ) 
Putusan pemidanaan atau “Veroordeling” padadasarnya diatur 
dalam Pasal 193 (1) KUHAP dengan redaksional bahwa :  
“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka 
pengadilan menjatuhkan pidana.” 
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Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah 
yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di 
persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana 
dalam surat dakwaan. Hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 
KUHAP. Selain itu, jika dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, 
terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka dapat diperintahkan 
Majelis Hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak 
pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima 
Tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang 
diatur dalam ketentuan Pasal 21 (4) huruf b KUHAP dan terdapat 
cukup alasan untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu 
penahanan, pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap 
berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat 
cukup alasan untuk itu (Pasal 193 Ayat 2 KUHAP). 
 
3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
a. Pertimbangan Yuridis 
Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih 
putusan bebas (vrijspraak), hakim harus benar-benar menghayati 
arti amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai 
dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. 
Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa :36 
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“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan 
pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat 
menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan 
sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut 
umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar 
atau diktum putusan hakim. 
 
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendiadalah pendapat 
atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan 
hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam 
praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan 
yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik 
fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi 
komulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang 
bukti. 
Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat 
dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni :37 
“Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam 
persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal 
yang harus dimuat di dalam putusan.Pertimbangan non-
yuridisdapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat 
perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama 
terdakwa.” 
 
Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari 
lokasi kejadian (locus delicti), waktu kejadian (tempus delicti), dan 
modus operanditentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. 
Selain itu, harus diperhatikan akibat langsung  atau tidak langsung 
dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan, dan  
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terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau 
tidak. Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, 
barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak 
pidana yang didakwakan oleh penuntut umumyang sebelumnya 
telah dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana 
yang didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan terdakwa.Setelah itu, 
majelis mempertimbangkan dan meneliti apakah terdakwa telah 
memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan terbukti 
secara sah meyakinkan menurut hukum.Pertimbangan yuridis dari 
tindak pidana yang didakwakan harus menguasai aspek teoretik, 
pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani 
kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya. 
Menurut Lilik Mulyadi setelah diuraikan mengenai unsur-unsur 
tindak pidana yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan 
pertimbangan hakim, antara lain :38 
1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan 
mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan 
substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum 
dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum. 
2. Ada majelis hakim yang menanggapi dan 
mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan 
pidana dari penuntut umum dan pledoi terdakwa atau 
penasihat hukum. 
3. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan 
mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut 
umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum. 
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Dalam putusan hakim, harus juga memuat hal-hal apa saja 
yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama 
persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan adalah 
terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program 
pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain 
sebagainya.Hal-hal yang bersifat meringankan adalah terdakwa 
belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama 
persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih 
muda, dan lain sebagainya. 
b. Pertimbangan Sosiologis 
Kehendak rakyat Indonesia dalam penegakan hukum ini 
tertuang dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang 
rumusannya : 
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 
 
Sebagai upaya pemenuhan yang menjadi kehendak rakyat ini, 
maka dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang 
salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tujuan agar penegakan 
hukum di negara ini dapat terpenuhi. Salah satu pasal dalam 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berkaitan dengan 
masalah ini adalah : 
Hakim sebagai penegak hukum menurut Pasal 5 (1) Undang-
Undang No. 48  Tahun 2009 bahwa “Hakim wajib menggali, 
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mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 
yang hidup dalam masyarakat”. 
 
Dalam penjelasan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa ketentuan ini 
dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa 
keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan 
penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat 
sehingga dia harus turun langsung ke tengah-tengah masyarakat 
untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.Dengan 
demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan 
hukum dan rasa keadilan masyarakat. 
Berkaitan dengan hal tersebut, dikalangan praktisi hukum 
terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata 
peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka yang 
penuh dengan muatan normatif dan diikuti dengan sejumlah asas-
asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif Dengan 
penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif), 
pengadilan cenderung dibebani tanggung jawab yang teramat berat 
dan nyaris tidak terwujudkan. 
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis 
oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara 
adalah : 
40 
1. Memperhatikan sumber hukum tertulis dan nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat. 
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta 
nilai-nilai yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan 
terdakwa. 
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, 
peranan korban. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum 
tersebut berlaku atau diterapkan. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan 
rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan 
hidup. 
Penjatuhan putusan apapun bentuknya akan berpengaruh 
besar bagi pelaku, masyarakat, dan hukum itu sendiri.Oleh karena 
itu, semakin besar dan banyak pertimbangan hakim, maka akan 
semakin mendekati keputusan yang rasional dan dapat diterima 
oleh semua pihak. Selain itu, harus juga diperhatikan sistem 
pembuktian yang dipakai di Indonesia, yakni hakim harus berusaha 
untuk menetapkan hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan 
oleh terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil. 
Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memerhatikan hal-
hal sebagai berikut : 
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a. Sifat tindak pidana (apakah itu suatu tindak pidana yang 
berat atau ringan). 
b. Ancaman hukuman tehadap tindak pidana itu. 
c. Keadaan dan suasana waktu melakukan tindak pidana 
tersebut (yang memberatkan atau meringankan). 
d. Pribadi terdakwa yang menunjukkan apakah dia seorang 
penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang 
penjahat untuk satu kali ini saja; atau apakah dia seorang 
yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia 
tinggi. 
e. Sebab-sebab untuk melakukan tindak pidana. 
f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara (apakah dia 
menyesal tentang kesalahannya atau dengan keras 
menyangkal, meskipun telah ada bukti yang cukup akan 
kesalahannya). 
g. Kepentingan umum.  
 
c. Pertimbangan Subjektif 
Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh 
Undang-Undang.Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku 
(seseorang atau beberapa orang).Dilihat dari unsur-unsur pidana 
ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus 
memenuhi persyaratan agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa 
pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut : 
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1. Harus ada perbuatan, memang benar ada suatu kegiatan 
yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. 
Kegiatan ini terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang 
dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang 
merupakan peristiwa. 
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang 
dirumuskan dalam ketentuan hukum. Artinya, perbuatan 
sebagai suatu peristiwa hukum yang memenuhi isi 
ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya 
benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan pelau 
wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan 
dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini, hendaknya 
dapat dibedakan bahwa ada perbuatan yang tidak dapat 
dipersalahkan dan pelaku pun tidak perlu 
mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak 
dipersalahkan itu dapat disebabkan karena dilakukan oleh 
seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan 
tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang 
mengganggu keselamatan dan dalam keadaan darurat. 
3. Harus terjadi adanya kesalahan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorang atau beberapa orang tersebut dapat dibuktikan 
sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan 
hukum. 
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4. Harus melawan hukum, artinya suatu perbuatan yang 
berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya 
nyata atau jelas bertentangan dengan aturan hukum. 
5. Harus tersedia ancaman hukumnya, kalau ada ketentuan-
ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan 
dalam suatu perbuatan tertentu dan ketentuan itu memuat 
sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman tersebut 
dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya 
yang harus dilaksanakan oleh pelaku. Apabila dalam suatu 
ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu 
perbuatan tertentu dalam tindak pidana, maka pelaku tidak 

















A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih Penulis untuk mendapatkan data dan 
informasi mengenai permasalahan adalah bertempat di Kota 
Makassar,Propinsi Sulawesi Selatan. Lokasi tersebut menjadi pilihan 
Penulis sebab Kota Makassar merupakan wilayah hukum Pengadilan 
Negeri Makassar yang telah mengadili tindak pidana penipuan dengan 
Nomor: 337/Pid.B/2011/PN.Mks. Pengumpulan data dan informasi 
dilaksanakan di berbagai tempat yang dianggap Penulis dapat 
memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Tempat-tempat yang 
dimaksud adalah Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri 
Makassar. Selain itu, proses penelitian juga berlangsung di Universitas 
Hasanuddin terkait dengan referensi-referensi yang diperoleh dari studi 
pustaka yang dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin 
dan Perpustakaan Fakultas Hukum UIniversitas Hasanuddin. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah penelitian 
hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian 
hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang 
berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan 
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permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.39Penelitian hukum ini 
juga memerlukan data yang berupa tulisan dari para ahli atau pihak yang 
berwenang serta sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan 
permasalahan yang diteliti. 
Penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian 
lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian 
hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung 
dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang 
diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di Pengadilan Negeri 
Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar. Penelitian hukum ini dilakukan 
dalam bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat 
dari para pihak yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang ada. 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder.40 
1. Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh secara langsung 
dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi 
pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang 
dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan 
permasalahan yang ada. 
2. Data Sekunder, adalah data- data yang siap pakai dan dapat 
membantu menganalisa serta memahami data primer. Data 
sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 
                                                           
39
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 
PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 14. 
40
 Ibid, hal. 12-13. 
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peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data 
sekunder ini akan diperoleh dengan berpedoman pada literatur-
literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan. 
Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memerhatikan 
peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui 
pendapat para sarjana atau ahli hukum. Data sekunder tersebut 
terdiri dari : 
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, 
yaitu Undang-Undang. 
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang 
menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku – buku 
(literatur), artikel atau makalah, baik yang tersaji dalam 
bentuk cetak maupun elektronik, maupun pendapat para ahli 
(doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan 
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedia, 
dan lain sebagainya. 
 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Sumber data yang diperoleh dari penelitian pustaka (library 
research), yaitubuku kepustakaan, artikel, peraturan perundang-
undangan, yurispudensi, dan karya ilmiah yang ada 
hubungannya dengan objek penelitian. 
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2. Sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan (field 
research), yaitu pihak – pihak yang dianggap memiliki 
kompetensi dan relevansi dengan permasalahan yang akan 
dibahas dan diperoleh melalui proses wawancara. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Melalui Proses Wawancara 
Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber 
secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui 
tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, serta cita-
cita dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak 
pidana penipuan. Metode pengumpulan data dengan teknik 
wawancara dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan 
narasumber terkait dengan permasalahan yang telah 
dirumuskan. 
2. Studi Pustaka 
Penulis melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab 
permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara 
menganalisis bahan – bahan pustaka yang terkait dengan 
permasalahan yang dikaji,  baik itu bersumber dari bahan 
hukum primer, sekunder, dan tersier. 
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D. Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan 
menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis 
kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah 
dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, 
kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, 
persamaan, pendapat, dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan 
bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang 
dilakukan oleh Penulis. Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan 
adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang 














1. Penerapan hukum pidana terhadap perkara dengan Nomor: 
337/Pid.B/2011/PN.Mksr adalah tidak sesuai dengan rumusan 
Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP tentang Penipuan 
yang unsur-unsurnya sebagai berikut : 
a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain secara melawan hukum; 
b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak 
penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu 
muslihat, dan rangkaian kebohongan). 
Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak 
memperhatikan secara jelas unsur-unsur tindak pidana 
penipuan.Majelis Hakim hanya mempertimbangkan unsur dengan 
menggunakan rangkaian kebohongan yang memang sangat jelas 
dalam kasus ini terjadi rangkaian kebohongan, namun kata bohong 
tersebut tidak cukup dapat dibuktikan sebagai alat penggerak 
penipuan. Rangkaian kebohongan  itu harus diucapkan secara 
tersusun sehingga merupakan suatu cerita  yang dapat diterima 
secara logis dan benar. Dalam kasus ini, terdakwa I dan terdakwa II 
tidak pernah mengucapkan kata-kata bohong sehingga melahirkan 
suatu perjanjian dan kesepakatan.Akan tetapi, seharusnya Majelis 
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Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan 
terdakwa II dengan alat penggerak penipuan yang lain, yakni tipu 
muslihat karena tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan 
perbuatan atau tindakan.Dalam kasus ini, terdakwa I dan terdakwa 
II meggunakan tipu muslihat untuk mengajak kerjasama PT. Roda 
Mas Baja Inti dalam pembangunan proyek Carrefour dan 
Hypermart Panakkukang Square. Terdakwa I dan terdakwa II 
melakukan perbuatan-perbuatan yang telah diatur sedemikian rupa 
sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau 
keyakinan PT. Roda Mas Baja Inti untuk bekerjasama dengan PT. 
Asindo. 
2. Dalam Putusan Nomor: 337/ Pid.B/2011/PN.Mksr yang menyatakan 
Onslag Van Alle Rechtsvervolging, Majelis Hakim kurang cermat 
dalam menggunakan pertimbangan hukum yuridis dan non-yuridis. 
Pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan penerapan hukum 
yang tepat didasarkan pada hal-hal sebagai berikut : 
a. Berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan 
perkara tersebut; 
b. Surat dakwaan Penuntut Umum; 
c. Keterangan saksi, keterangan ahli, dan terdakwa di 
persidangan; 
d. Barang bukti yang diajukan di persidangan; 
e. Tuntutan pidana dari Penuntut Umum. 
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B. Saran 
1. Hendaknya dalam menerapkan hukum yang paling tepat dalam 
suatu perkara, baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim agar 
senantiasa menggunakan analisa yang cermat dengan tetap 
memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar 
tercipta produk-produk hukum yang berkualitas dan menjunjung 
tinggi rasa keadilan sehingga tercipta keadilan yang sebenarnya. 
2. Perusahaan harus menjaga integritas dengan senantiasa 
menjalankan aktivitas berbisnis secara tepat dan terhormat. Prinsip-
prinsip etika bagi para pimpinan suatu perusahaan harus secara 
mutlak dipahami serta diimplementasikan di lapangan. Perusahaan 
harus memastikan bahwa tiap transaksi tidak melanggar hukum 
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